KPK 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ENDI FAIZ EFFENDI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK . 214737
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/180 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

2. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 212 m2/424 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 184.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000

2.  MOBIL, HONDA HR-V RU1 1,5 E CVT CKD Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 130.000.000

3. MOTOR, YAMAHA BBS M/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
23.000.000

4. MOTOR, HONDA NEW ADV169 CBS Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 309.578.790
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 317.675.080
F. HARTA LAINNYA Rp. -=dE

Sub Total Rp. 3.978.253.870
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1. HUTANG Rp. 1.380.957.929
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.597.295.941
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DEWI YULIAWATI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 212699
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 395.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.500.000
1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
64.000.000

2. MOTOR, HONDA K1HO2N14LO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 6.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.250.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.546.711
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 509.296.711
. HUTANG Rp. 31.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 477.796.711
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama © LILIK HARNADI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK 209507
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/90 m2 di KAB / KOTA

SEMARANG, Rp. 480.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA

JOMBANG,

HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

3. Tanah Seluas 162 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL

SENDIRI Rp. 76.000.000

4. Tanah Seluas 191 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, Rp. 89.000.000

5. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, Rp. 76.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

75.000.000

2. MOBIL, TOYOTA COROLLA SEDAN Tahun 1979, WARISAN Rp.

35.000.000

3. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1984,

WARISAN Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

1.171.000.000

118.000.000

55.000.000

314.886.200

1.658.886.200
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.658.886.200
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA . DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KURNIAWAN PRIYO ANGGORO
2. Jabatan . KEPALA BIDANG
3. NHK 209028
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/51 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, Rp. 465.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/80 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 740.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/120 m2 di KAB / KOTA
SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, WARISAN Rp.
2.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA D1B02N13L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 8.500.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI

Status Verifikasi Administratif Lengkap

Rp. 30.000.000

1.975.000.000

80.000.000
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7. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI
Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 395.097.810

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 2.525.097.810

[ll. HUTANG Rp. 21.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.504.097.810
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PURWINDARTI OKVITA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN
3. NHK 222970
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.690 m2/120 m2 di KAB / KOTA
MAGELANG, Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 165 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 620 m2/100 m2 di KAB / KOTA
MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 65.000.000
1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.233.400

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.769.233.400

lll. HUTANG Rp. 48.067.920

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.721.165.480
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SETYO HANDAYANI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN
3. NHK : 925102
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.207.884.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 255.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 632.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 465 m2/200 m2 di KAB / KOTA
DEMAK, Rp. 515.000.000
4. Tanah Seluas 265 m2 di KAB / KOTA DEMAK, Rp. 316.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/105 m2 di KAB / KOTA
MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , Rp. 979.884.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY CIC02N16M2 A/T Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B6H-Al A/T / N MAX Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 270.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 120.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. el
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E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.448.373

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 3.696.332.373

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.696.332.373
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SETYOWATI
2. Jabatan : KEPALA CABANG
3. NHK : 212818
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 260.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 265 m2/150 m2 di KAB / KOTA
MAGELANG, Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. L
D. SURAT BERHARGA Rp. ——
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 473.319.427
F. HARTA LAINNYA Rp. (A
Sub Total Rp. 849.319.427
lil. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 849.319.427
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama © YULI WINDAYANI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK . 792665
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/120 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.500.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

3.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.200.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ---
Sub Total Rp. 958.700.000
. HUTANG Rp. 15.523.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 943.176.400
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WARTONO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK . 212014
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/100 m2 di KAB / KOTA
TEGAL, Rp. 800.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA
TEGAL , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
155.000.000

2. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000

3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

4. MOTOR, HONDA HONDA VJQ Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
27.000.000

5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

31.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

2.500.000.000

257.000.000

12.000.000

365.000.000

3.134.000.000
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1. HUTANG Rp.
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.134.000.000
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : AMELIA INDRIASTUTI
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK . 755041
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

150.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.513.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 2.212.513.000
. HUTANG Rp. 730.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.482.513.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DESSY AMELIA SEKAR DITA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN
3. NHK : 852605
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 57.000.000
1. MOBIL, HYUNDAI TRAJET Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
18.000.000

3. MOTOR, YAMAHA B6H-A1A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.

19.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 195.600.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 90.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 95.500.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.238.100.000
. HUTANG Rp. 464.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 773.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : IFDLOL SYUKRI
2. Jabatan : KEPALA PELABUHAN
3. NHK : 416961
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 3.500.000
1. MOTOR, HONDA VARIO AT/NC110 P Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 7.200.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 43.092.334

Sub Total Rp. 560.292.334

. HUTANG Rp. 183.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 377.292.334
Catatan:

.k

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2025

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KURNIA ADI
2. Jabatan : KEPALA PELABUHAN
3. NHK . 416957
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, HONDA SEDAN / CIVIC Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp.
27.000.000

2. MOTOR, HONDA MCB / WIN Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp.
2.500.000

3. MOBIL, CHEVROLET SUV CAPTIVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000

4. MOTOR, HONDA MATIC / BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

5. MOTOR, HONDA MATIC / VARIO 125 CC Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 17.000.000

6. MOTOR, HONDA MATIC / BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.

15.500.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.

KAS DAN SETARA KAS Rp.

800.000.000

192.000.000

500.000

15.000.000
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 1.007.500.000

I1l. HUTANG Rp. 191.630.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 815.870.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : RAKHMAT WIJAYA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK . 789742
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 102.500.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA - X 125 Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

4. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

9.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 900.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.007.900.000
. HUTANG Rp. 80.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 927.900.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SLAMET RAHARJO
2. Jabatan : KEPALA PELABUHAN
3. NHK : 769500
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.112.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/120 m2 di KAB / KOTA
TEGAL, Rp. 390.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/110 m2 di KAB / KOTA

TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

Tanah Seluas 4.846 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 518.000.000

Tanah Seluas 3.593 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 246.500.000

Tanah Seluas 3.300 m2 di KAB / KOTA TEGAL, Rp. 173.000.000

o o~ w

Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/100 m2 di KAB / KOTA
TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 123.500.000
1. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU XENIA F651RV-6MRF Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 105.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 9.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.800.000
F. HARTA LAINNYA Rp.
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Sub Total Rp. 2.248.300.000
I1l. HUTANG Rp. 46.120.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.202.180.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama © WIGNYO SUTOMO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK . 224599
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.190.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/107 m2 di KAB / KOTA

SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.190.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 143.500.000

1. MOBIL, SUZUKI AV1414 SDX MT / MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 90.000.000

2. MOTOR, HONDA A1FO2N37M1 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 12.500.000

3. MOTOR, HONDA P5E02R48L0 M/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000

4.  MOTOR, HONDA H1B02N41L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.346.500.000

. HUTANG Rp. 39.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.307.500.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JAMALUDIN MALIK
2. Jabatan : KEPALA PELABUHAN
3. NHK . 831948
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.975.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/103 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 211 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

5. Tanah Seluas 20.040 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
280.000.000

6. Tanah Seluas 17.810 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
280.000.000

7. Tanah Seluas 18.340 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
280.000.000

8. Tanah Seluas 19.230 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
280.000.000

9. Tanah Seluas 17.200 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
280.000.000

10. Tanah Seluas 17.440 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
280.000.000

11. Tanah Seluas 19.700 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
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280.000.000

12. Tanah Seluas 17.910 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
280.000.000

13. Tanah Seluas 17.780 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
280.000.000

14. Tanah Seluas 19.680 m2 di KAB / KOTA OKU TIMUR, Rp.
280.000.000

15. Tanah Seluas 275 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 525.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 893.600.000

1. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 3.600.000

2. LAINNYA, KUBOTA DC 70 PLUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
170.000.000

3. LAINNYA, SANY HYDRAULIC ESCAVATOR SY75C Tahun 2021,
HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 145.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 40.515.150

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 8.054.115.150

lll. HUTANG Rp. 45.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 8.009.115.150
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KARUNIA AKBAR
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 880003
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.280.000.000

1. Tanah Seluas 788 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL
SENDIRI Rp. 530.000.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA
SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 39.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO NC12A1CBF A/T Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA BTE A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp.

33.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -=--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 778.493
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 2.319.778.493
. HUTANG Rp. 547.985.250
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.771.793.243
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : ACHMAD SAEFUS SJAHRI
2. Jabatan : KEPALA CABANG
3. NHK 210479
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/142 m2 di KAB / KOTA
KUDUS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 391.500.000
1. MOTOR, VESPA RODA DUA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
32.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOBIL, HONDA HRV 2022 MINI BUS Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 173.768.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 827.585.725

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.992.853.725

lll. HUTANG Rp. o

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.992.853.725
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . DWIRACHMANTO
2. Jabatan . KEPALA SEKSI KONSERVASI, REHABILITASI DAN PERIZINAN
3. NHK . 831883
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 204.732.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/36 m2 di KAB /| KOTA KOTA
SEMARANG |, HASIL SENDIRI Rp. 204 .732.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000
1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

2. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.

190.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.650.000
D. SURATBERHARGA Rp. —
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 531.382.000
lll. HUTANG Rp. 75.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1lI) Rp. 456.382.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dan
elhkpn kpk goid. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusi dan
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